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DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya y Ye 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي  ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا  ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة  ن ْي  د  ً نا ة ه  ضا ف ْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا ن ْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh :  
  َصً َّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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 َ ة  ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه ف ْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  يْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ 
ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
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Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata’ala 
Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama :  Febri Ramadhani 
NIM :  10500113058 
Judul : Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII 
Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. 
 Perubahan peraturan pemilihan kepala daerah dalam Pasal 7 huruf r 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota 
menjadi Undang-Undang telah membatasi hak politik (right to vote and right to 
be candidate) warga negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana. 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan 
apa yang menjadi pertimbangannya menyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Mahkamah 
konstitusi beralasan menurut hukum dan secara konstitusional untuk menyatakan 
dalam keputusannya pasal  a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan 
inkonstitusional. 
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau dalam 
istilah lain penelitian kepustakaan (library research). Objek dari penelitian ini 
adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan 
implikasinya terhadap warga negara yang berstatus keluarga petahana terhadap 
pemilihan kepala daerah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni 
studi pustaka dan penelitian normatif terhadap buku-buku, peraturan perundang-
undangan. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan, 
kemudian dikumpulkan lalu disimpulkan untuk disajikan. 
 Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, politik dinasti memang marak 
pratiknya di negara demokrasi Indonesia. Politik dinasti atau kekuasaan keluarga 
menjadi salah satu cara untuk mengakumulasi kekuasaan disuatu daerah. Upaya 
pemerintah dalam membendung politik dinasti dengan cara pembatasan hak 
politik keluarga petahana melalui pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015. Implikasi hukum putusan Mahkamah yaitu 
diperbolehkannya keluarga petahana untuk kembali mencalonkan diri dalam 
kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam analisis yang saya lakukan, pasal a 
quo sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C (1), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Undang-Undang Hak 
Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3).  Oleh karena itu, pembatasan hak politik (right to be vote and right 
to be candidate ) harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang sampai detik ini masih dipermasalahkan. 
Peraturan pemilihan kepala daerah yang dibuat oleh Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat menuai banyak kontorversi. Peraturan itu adalah Pasal 7 huruf  
r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pembatasan Keluarga Petahana 
untuk maju sebagai calon kepala daerah dengan harapan membendung Politik 
dinasti. 
 Pasal 7 huruf  r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian dihapus 
oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 33/PUU-XIII/2015, yang 
secara subtansial membolehkan keluarga petahana untuk maju dalam pemilihan 
kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Meskipun demikian kita ketahui 
bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat (final and binding) serta 
tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya. Tapi hal ini tetap menjadi polemik dalam 
perspektif analisis yuridis normatif. 
 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat beralasan bahwa, politik 
dinasti menghambat regenerasi kepemimpinan politik. Politik dinasti seperti 
negara kerajaan yang keuasaan pemerintahannya. saling mewarisi. Pada hal, kita 
bukan negara kerajaan atau monarki tapi negara demokrasi. 
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Selain itu, banyak pula yang melihat politik dinasti dalam perspektif  
yuridis hak asasi manusia. Bahwa pasal 7 huruf  r itu inkonstitusional, bersifat 
diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. 
Adapun pasal a quo adalah pasal yang telah ada sejak keberlakuan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan 
wali kota, atau undang-undang pemilihan kepala daerah sebelumnya dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal a quo 
tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 18 ayat (4), 27 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I  ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945, dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang hak asasi manusia yang menyatakan 
diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 
ataupun tidak langsung didasarkan kepada pembedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 
bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dalam 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik indvidual maupun kolektif dalam bidang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
1
 
 Dalam ajaran Islam juga diperintahkan untuk memberikan jabatan atau 
kekuasaan kepada orang yang mampu memegang suatu amanah tersebut 
berdasarkan kompetensi dan integritasnya, sebagaimana Allah berfirman dalam 
Q.S An Nisa/4: 58 
                                                             
1 Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 33-PUU-XIII/-2015” Official Website MK. 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7492_PE
RKARA%20NOMOR%2033,%2034,%2037,38.PUU-
XIII.2015%20tgl%2022%20April%202015.pdf, (27 Agustus 2016). 
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                         
                           
Terjemahannya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
2
 
Dengan referensi firman Allah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
yang berhak menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan hanyalah orang-orang 
yang berhak terhadap amanah tersebut. Salah satu cara untuk menentukan berhak 
tidaknya setiap orang menduduki amanah (jabatan) adalah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Dengan dilatar belakangi oleh fenomena awal tersebut, maka menjadi 
penting dan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan 
menganalisis masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul:  
“ANALISIS YURIDIS PASAL 7 HURUF R UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 2015 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII TAHUN 2015 TERHADAP 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH” 
 
 
                                                             
2
 Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Pustaka Firdaus,1993) 
h.128. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian mengenai pasal 7 
huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dikaitkan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 terhadap pemilihan 
kepala daerah. 
Adapun deskripsi fokus penelitian ini merujuk pada inkonstitusionalitas 
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 oleh putusan Mahkamah 
Konstitusi. Maka konsekuensi hukumnya pasal 7 huruf r dinyatakan bertentangan 
dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga 
warga negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana sudah bisa kembali 
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. 
C. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah implikasi hukum pasal 7 huruf r terhadap pemilihan kepala 
daerah ? 
2. Bagaimanakah pendapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU –
XIII Tahun 2015 terhadap pemilihan kepala daerah ? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk judul skripsi Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
5 
 
 
 
33/PUU-XIII Tahun 2015 terhadap pemilihan  kepala daerah dari hasil 
penelusuran yang telah dilakukan maka ditemukan ada beberapa literatur yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini diantaranya 
Ahmad Quraysi. “Pembatasan Hak Politik Calon Kepala Daerah Mantan 
Narapidana Pasca Putusan MK No: 42/PUU-XIII/2015”, Skripsi. Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pengkajian ini terkait 
inkonstituional bersyaratnya pembatasan hak politik Calon Kepala Daerah. 
Dengan dinyatakan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf k 
inkonstitusional bersyarat, maka konsekuensi hukum selanjutnya bagi mantan 
narapidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus 
memenuhi syarat pembatasan yang telah ditentukan dalam Putusan MK tersebut. 
Syarat-syarat itu diantaranya: (1) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih; 
(2) Berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana 
selesai menjalani hukumannya; (3) Dikecualikan bagi mantan terpidana yang 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan narapidana; dan (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 
Skripsi ini masih dalam lingkungan pengkajian syarat calon kepala daerah dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 
Andi Muhammad Gian Gilland. “Tinjauan Yurudis Pemilhan Kepala 
Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945.” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
Pengkajiannya masih pada penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah via DPRD 
(demokrasi tidak langsung).  Sedangkan dalam skripsi ini mengkaji Pemilihan 
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Kepala Daerah secara langsung, khususnya pada tahapan pendaftaran Calon 
Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) yang berasal dari anggota legislatif. 
Andi Jaya Kasma. “Implikasi Hukum terhadap Kekuasaan Keluarga 
(Dinasti Politik) di Kabupaten Wajo”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini yang menjadi 
fokus permasalahan mengenai pengaruh Kekuasan keluarga (dinasti politik) pada 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Wajo. 
Rahmat Nur. “Analisis Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 
Mengenai Calon Bupati atau Walikota dari Anggota Legislatif ”. Skripsi. Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini 
di fokuskan penelitiannya pada syarat calon Kepala Daerah yang berasal dari 
anggota legislatif dan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XIII/2015 terhadap calon Bupati atau Walikota dari anggota legislatif. 
Fokus pengkajiannya terkait inkonstituional bersyaratnya pencalonan Anggota 
legislatif yang hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinannya. 
Dengan dinyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
inkonstitusional bersyarat, maka konsekuensi hukum selanjutnya bagi anggota 
legislatif yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus 
memenuhi syarat pengunduran diri secara permanen sebagai anggota legislatif 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 
Berdasarkan empat rujukan utama penelitian ini, studi kepustakaan 
menujukkan, belum terdapat pengkajian secara komprehensif mengenai 
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pembatasan hak politik warga negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana 
dalam pemilihan kepala daerah. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi 
menghapus Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 
b. Untuk Memahami analisa yuridis pengaturan pilkada dan implikasi hukumnya 
terhadap pemilihan kepala daerah. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 
menambah pengetahuan serta wawasan terhadap perkembangan Hukum Tata 
Negara saat ini, pemilihan kepala daerah dan Mahkamah Konstitusi sebagai 
pengawal konstitusi. 
b. Kegunaan Praktis 
 Dalam hal penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
bermanfaat bagi para praktisi hukum, para aparatur pemerintah, peneliti 
selanjutnya, serta masyarakat, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan 
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA  
A. Konsep Norma Hukum 
Ilmu hukum dalam bahasa belanda disebut “Rechtswetenschaap” atau 
“jurispruden” dalam bahasa Jerman, atau “jurisprudence” (Inggris), banyak yang 
meragukan keberadaannya sebagai ilmu pengetahuan. Satjipto Rahardjo 
menyoroti ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan 
dengan hukum.
1
 Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ilmu hukum sebagai 
ilmu yang sui generis yaitu kerakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu 
hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum adalah 
sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan 
yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat 
keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif 
ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.
2
 
Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-
norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam 
masyarakat. Sejak masa kecilnya manusia merasakan adanya peraturan-peraturan 
hidup yang membatasi sepak terjangnya. Pada permulaan yang dialami yang 
hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang 
dikenalnya, kemudian yang juga berlaku diluarnya, dalam masyarakat. Yang 
                                                             
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h.3. 
2
 Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah 
Mata University Press), h.1. 
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dirasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu 
negara. 
Akan tetapi dengan adanya norma-norma itu dirasakan pula olehnya 
adanya perhargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-
kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya 
kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam 
masyarakat terpelihara dan terjamin.
3
 
Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya 
berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud dengan perintah dan 
larangan menurut isi norma tersebut ? perintah merupakan kewajiban bagi 
seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. 
Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat 
sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-
macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah 
dikenal luas ada empat, yaitu: 
1. Norma (Kaidah) Agama. 
Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, 
larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 
Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha 
Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Contoh norma agama ini diantaranya ialah: 
a. “Kamu dilarang membunuh”. 
b. “Kamu dilarang mencuri”. 
                                                             
3
 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989). h.84. 
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c. “Kamu harus patuh kepada orang tua”. 
d. “Kamu harus beribadah”. 
e. “Kamu jangan menipu”. 
2. Norma (Kaidah) Kesusilaan 
Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. 
Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat 
penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh 
seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah: 
a. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”. 
b. “Kamu harus berlaku jujur”. 
c. “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”. 
d. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”. 
3. Norma (Kaidah) Kesopanan. 
Norma yang timbul dan dadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk 
mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat 
menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah keyakinan 
masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah 
kepantasan, kepatutan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma 
kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma 
kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat 
khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat 
tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi semua golongan masyarakat, 
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mungkin bagi golongan bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini 
diantaranya ialah: 
a. “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita didalam kereta api, bus dan 
lain-lain, terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi”. 
b. “Jangan makan sambil berbicara”. 
c. “Jangan meludah dilantai atau disembarang tempat”. 
d. “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”. 
Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat dapat 
diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh 
pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan 
berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan 
hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. 
Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam 
masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat 
istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat 
istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan 
berhubungan dengan tradisi rakyat yang turun temurun, sedangkan kebiasaan 
tidak merupakan tradisi rakyat. 
4. Norma (Kaidah) Hukum. 
Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang 
menentukan bagaimana manusia seyoigyanya berprilaku, bersikap di dalam 
masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah 
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merupakan perumusan pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang 
seyoigyanya dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang, atau dianjurkan untuk 
dijalankan.  
Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan 
negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanannya dapat dipertahankan 
dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan 
perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin dan agama. Keistimewaan 
norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman 
hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum 
bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu 
kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah: 
a. “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, 
dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun”. 
b. “Orang yang ingkar janji suatu perkataan yang telah diadakan diwajibkan 
mengganti kerugian”, misalnya jual beli. 
c. “Dilarang mengganggu ketertiban umum”. 
Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau 
disebut juga perundang-undangan. Perundangan-undangan baik yang sifatnya 
nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi 
kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat 
bagi warga negara.
4
 
                                                             
4
 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24-27. 
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B. Syarat Calon Kepala Daerah 
Calon kepala daerah adalah calon pemimpin daerah. Dimana sikap dan 
perilakunya mencerminkan ketauladanan dan panutan kepada seluruh 
masyarakatnya. Oleh karena itu pemimpin daerah harus cerdas, memiliki visi dan 
misi yang jelas untuk membangun daerahnya serta mensejahtrahkan 
masyarakatnya. Jelas, konstitusi sebagai payung hukum warga negara semuanya 
berhak menjadi pemimpin di negara ini. 
Kepala daerah adalah Kepala pemerintah daerah yang dipilih secara 
demokratis. Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang 
wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dipilih untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
5
 
Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut 
Bupati, dan untuk Kota disebut Wali Kota. Gubernur sebagai kepala pemerintahan 
daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam 
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan 
tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan Kabupaten dan 
Kota.
6
 
                                                             
5 Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Undang-Undang No 23 Tahun  2014”, official website 
DPR RI. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/627.pdf  (18 Desember 2016). 
6
 Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 
2016),h. 54. 
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Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah terlebih dahulu Penetapan Calon  
oleh KPU Pronvinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 
No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, 
menegaskan:
7
 
“Bahwa Calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah peserta pemilihan yang 
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perorangan yang 
mendaftar atau didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”  
  
Maka Calon Kepala Daerah itu adalah mereka yang mendaftar sebagai 
Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota di Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten/Kota.  
Dalam proses pemilihan Kepala Daerah terlebih dahulu Penetapan Calon 
oleh KPU Pronvinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa Calon Gubernur, Bupati dan 
Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan 
Partai Politik, atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (secara umum disebut sebagai Undang-
Undang Pemilihan Kepala Daerah yang diambil arti dari Undang-undang No 1 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota). Maka calon 
kepala daerah itu adalah mereka yang mendaftar sebagai calon gubernur, bupati 
dan walikota di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya, Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sesuai 
                                                             
7
 Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Undang-Undang No 8 Tahun  2015”, official website 
DPR RI. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/2365.pdf  (18 Desember  2016) 
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yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai berikut:  
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 
d. Dihapus; 
e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 
f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
menyeluruh dari tim dokter; 
g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 
keterangan catatan kepolisian; 
j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 
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k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan   
keuangan Negara; 
l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi 
n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota selama 2 
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, 
Calon Bupati, dan Calon Walikota; 
o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon 
Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; 
p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain 
sejak ditetapkan sebagai calon; 
q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat 
Walikota; 
r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. 
s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 
Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan 
diri sebagai calon; dan  
u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 
Dapat disimpulkan bahwa pejabat publik yang ingin mencalonkan dirinya 
menjadi Kepala Daerah diharuskan mengundurkan diri atau melepaskan 
jabatannya. Namun Jika kita mencermati pasal tersebut diatas, perihal 
pengunduran diri dalam pencalonanya tidak diberlakukan kepada anggota 
legislatif. Sehingga dilakukan uji materiil oleh mahkamah konstitusi. Yang dalam 
putusan mahkamah konstitusi berimplikasi terhadap peraturan KPU, yang dalam 
konsideran Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pendaftaran calon 
Kepala Daerah menegaskan : 
“Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r 
Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta Penjelasannya 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 
huruf s bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak 
calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon 
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Calon Wakil Bupati, 
Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan 
18 
 
 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”8 
 
Kembali kepada istilah Calon Kepala Daerah. Istilah ini hanyalah 
dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Peristilahan tentang 
Calon Kepala Daerah tidak dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945.
9
 
Hanya saja dalam Pasal  18 ayat 4 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa:  
“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis.” Itu artinya kalau 
tata pengisiannya melalui pemilihan, baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung (perwakilan), maka dalam keadaan itulah harus tersedia calon yang akan 
dipilih  untuk mengisi jabatan tersebut.
10
 
Negara Indonesia merupakan negara kesatauan, yang mana kesatuannya 
terdiri atas Provinsi yang dijalankan pemerintahannya oleh Gubernur, Kabupaten 
yang dijalankan pemerintahannya oleh Bupati, dan Kota yang dijalankan 
pemerintahannya oleh Wali Kota. 
Jika masing-masing pemerintahan ini disatukan dalam satu terminologi, 
maka disebutlah Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, 
Bupati, dan Wali Kota.
11
 Masing-masing dari yang menjalankan pemerintahan ini, 
kepadanya baru kemudian memiliki kewenangan, setelah calon-calon yang dipilih 
sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. 
                                                             
8
 Rahmat Nur,  Analisis Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mengenai Calon 
Bupati atau Walikota dari Anggota legislatif,  Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 28 
9
 Abdul Halim, Politik Lokal, (Yogyakarta: LP2B,  2014), h. 45. 
10
 Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), h. 47. 
11
 Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Bani  
Quraisy, 2005), h. 63. 
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Mekanisme ketetanegaran kita, untuk pengisian jabatan Pemerintahan 
Daerah, pada sesungguhnya melalui dua tahapan penjaringan. Pertama, seleksi 
administratif melalui KPUD; dan Kedua, seleksi oleh pemilih itu sendiri. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015, penentuan Calon Kepala 
Daerah terpilih tidak lagi berdasar pada batas angka suara yang harus diraih. Akan 
tetapi, suara mayoritaslah yang menentukan Calon Kepala Daerah terpilih itu. 
Jadi, pada dasarnya peristilahan Calon Kepala Daerah lebih banyak 
bertalian denga tahap verifikasi adminitrasi oleh KPUD, hingga penetapannya 
juga oleh KPUD sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah terpilih. Hasil penetapan 
oleh KPUD tersebut sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah terpilih, selanjutnya 
diresmikan pelantikannya oleh Gubernur kalau Bupati dan Wali Kota, dan oleh 
Mendagri kalau  pelantikan Gubernur. 
C. Pengertian Hak Politik dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota 
Terlebih dahulu saya menguraikan hak politik bagi calon kepala daerah dari 
keluarga petahana yang telah di gradasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, 
maka hendaknya dielaborasi satu persatu pengakuan hak politik yang berdimensi 
hak untuk dipilih tersebut, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. 
1. Hak Politik dalam UUD 1945 
Konstitusi (UUD 1945) dirumuskan oleh para Founding Fathers 
merupakan perwujudan dan kristalisasi dari kepentingan politik kelompok 
masyarakat dan seluruh warga negara adalah merupakan fondasi sistem politik  
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Indonesia.
12
 Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi mutlak harus 
dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (konstitusi). Terutama pada hak 
yang alami, seperti: hak hidup, hak milik dan hak berkeluarga, merupakan 
penggologan hak yang sudah melekat dalam diri setiap manusia.
13
 Hak Asasi 
Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, 
bukan kerena diberikan oleh masyarakat atau negara; sekumpulan hak yang 
melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
14
 Doktrin tentang Hak Asasi 
Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, 
and legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih 
damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. 
Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak manusia 
dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada disetiap negara yang disebut 
rechtsstaat.
15
 
Selain hak-hak yang alami tersebut, lalu muncul kemudian hak yang 
terkait dengan kepentingan negara. Bedanya dengan hak alami, adalah kalau hak 
yang terkait dengan kepentingan negara, mutlak dinormakan kedalam konstitusi, 
baru dapat diakui hak tersebut. Sedangkan pada hak yang alami, kendatipun tidak 
                                                             
12
 Syamsuddin Radjab, Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia, 
(Alauddin University Press,2013), h, 85. 
13
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158 
14
 Charlie Hidayat, Kamus Hukum, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2013), h. 195 
15
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 343. 
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dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak demikian tetap akan 
diakui keberadaanya.
16
 
Dalam konteks hak keluarga petahana untuk ditetapkan sebagai Calon 
Kepala Daerah merupakan hak yang terkait dengan kepentingan negara. Hak 
tersebut lebih lazim dinyatakan sebagai hak politik. Pada dasarnya, hak politik 
memiliki dua dimensi, yaitu hak untuk dipilih (hak pilih pasif) dan hak untuk 
memilih (hak pilih aktif). 
Dalam hubungannya dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah jelas 
hanya terkait dengan hak untuk dipilih (right to be elected and right to be 
candidate). Hak-hak tersebut telah dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
sehingga sering pula dikatakan sebagai hak konstitusional.
17
 
Berikut dikutip secara lengkap masing-masing hak tersebut yang telah 
dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai gambaran lebih lanjut dari 
ketentuan yang relevan dengan hak yang sama bagi setiap orang untuk dipilih 
dalam suatu jabatan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
menegaskan: 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.  
 
Pasal a quo memang tidak terdapat frasa, “hak untuk dipilih.” Akan tetapi 
kalau dicermati lebih jeli lagi, maka frasa “bersamaan kedudukannnya” di dalam 
pemerintahan terdapat makna secara implisit, bahwa ketentuan tersebut 
                                                             
16
 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual, (Cianjur: 
IMR Press, 2010), h. 36.  
17
 Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual, (Cianjur: 
IMR Press, 2010), h. 74. 
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meletakkan “kedudukan yang sama” bagi setiap orang untuk masuk dalam 
pemerintahan. Dalam soal pengisian jabatan pemerintahan yang mekanismenya 
melalui pemilihan, konsekuensi hukumnya yaitu kepada setiap orang diberikan 
hak yang sama untuk mengikuti mekanisme pemilihan tersebut beserta dengan 
syarat-syarat pendaftarannya sebagai Calon Kepala Daerah. 
Sejalan dengan itu, pada ketentuan berikutnya dalam Pasal 28 C ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan: “Setiap orang “berhak untuk 
memajukan dirinya” dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Juga pada pasal di atas, tidak 
terdapat frasa “hak untuk dipilih” akan tetapi dengan adanya frasa “berhak untuk 
memajukan dirinya” maka dapat dimaknai bahwa dengan dimilikinya hak bagi 
setiap orang untuk memajukan dirinya, berarti memiliki hak untuk dipilih dalam 
setiap jabatan pemerintahan, andaikata jabatan itu proses pemilihannya melalui 
kehendak rakyat secara keseluruhan. 
Terakhir, dan masih termasuk dari pemaknaan secara implisit dari hak 
untuk dipilih, yaitu terdapat pada Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 
yang menegaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan” dan  
Kendatipun Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini, 
ditempatkan dalam bab yang berbeda dengan Pasal 27 UUD 1945, tetapi kalau 
ditelisik maknanya dalam hal setiap orang memiliki hak untuk dipilih. Pada 
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dasarnya ketentuan Pasal 27, sama saja dengan pengakuannya atas hak setiap 
orang menggunakan haknya untuk dipilih dalam suatu jabatan pemerintahan.
18
 
D. Konflik Kepentingan Pejabat Publik  
Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik 
kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Pemahaman yang tidak 
seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam 
dan berpengaruh terhadap performa kinerja Penyelenggara Negara. Untuk itu 
maka disusunlah Panduan Penanganan Konflik Kepentingan ini dengan maksud 
untuk:  
1. Menyediakan kerangka acuan bagi penyelenggara negara untuk mengenal, 
mengatasi dan menangani konflik kepentingan; 
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat menangani situasi-situasi 
konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja 
Penyelenggara Negara yang bersangkutan; 
3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara. 
Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara 
yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-
Undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap 
penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas 
dan kinerja yang seharusnya. 
                                                             
18
 Saparuddin, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Calon Kepala Daerah 
Berstatus Keluarga Petahana, (Makassar, Skripsi FH Unhas, 2016), h. 142. 
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Penyelenggara negara dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau 
memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi 
negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang 
seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat 
publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya semua pejabat yang 
menyelenggarakan fungsi-fungsi negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, organ ekstra struktural (seperti KPK, 
KPU, Komisi Yudisial, dll), pelaksana pelayanan publik, penilai, pengawas, 
pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/BUMD.
19
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 Rahmat Nur, Analisis Hukum Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mengenai Calon 
Bupati atau Walikota dari Anggota Legislatif, (Makassar, Skripsi FSH UIN Alauddin Makassar, 
2016), h. 36. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (Library Research) 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
1
 Yang 
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi buku-buku dan 
peraturan perudang-undangan terkait pemilihan kepala daerah dan Mahkamah 
Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. 
Untuk memperoleh data dan informasi dalam menyusun skripsi ini, 
sejatinya penelitian ini tidak berada dalam lokasi tertentu, karena merupakan 
penelitian pustaka (library research), mengenai Analisis Yuridis Pasal 7 huruf r 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015. Oleh karena itu, dalam proses 
penelitian skripsi ini sebagian besar dilakukan di perpustakaan dan diskusi 
bersama pakar Hukum Tata Negara, akademisi hukum, Pengamat Politik, dan 
dosen yang fokus mengkaji pemilihan kepala daerah. 
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang  
yaitu (statue approach).
2
 Suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah 
                                                             
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
1990), h. 15. 
2
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2008), h. 133. 
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putusan pengujian undang-undang pasal Pasal 7 huruf  r Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 terkait pembatasan keluarga petahana untuk maju sebagai calon 
kepala daerah dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XIII Tahun 2015. Pendekatan undang-undang ini untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis norma baru yang menganggap inkonstitusional pasal dalam 
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian hukum normatif. 
Adalah penelitian terhadap ketentuan Pasal 7 huruf  r Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 terkait Pembatasan Keluarga Petahana untuk maju sebagai calon 
kepala daerah dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XIII Tahun 2015. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari semua 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan syarat-syarat 
pencalonan Kepala Daerah seperti: Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, serta aturan-
aturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.  
2. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai 
pendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai literatur           
yang relevan, seperti: buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang 
relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum 
melalui penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan 
dengan mengumpulkan bahan hukum primer  maupun bahan hukum sekunder 
sebagai bahan yang masing-masing dapat saling mendukung dalam 
mendeskripsikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam 
memperoleh bahan hukum, sebagai berikut: 
1. Buku catatan untuk mendukumentasikan hasil analisis bahan-bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ditulis 
sebelumnya di atas kertas; 
2. Perangkat lunak penyimpanan  bahan hukum, seperti laptop dan  
flashdisk,  untuk menyimpan bahan-bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder yang telah dikumpul baik secara manual maupun 
secara online. 
F. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 
Dalam Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan bahan 
hukum yaitu: 
1. Reduksi data ialah proses mengubah dokumen bahan hukum ke dalam 
pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu, sehingga 
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tergambarkan jawaban dari permasalahan hukum yang disebabkan 
oleh putusan pengujian syarat-syarat Calon Kepala Daerah berstatus 
sebagai keluarga petahana. 
2. Penyajian bahan hukum ialah menampilkan bahan hukum secara 
deskriptif sehingga tergambarkan syarat-syarat Calon Kepala Daerah 
dari keluarga petahana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
33/PUU-XIII/2015; 
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari jawaban sederhana, 
sistematik, dan jelas berdasarkan data yang telah direduksi dan 
disajikan secara deskriptif . 
Adapun analisis  bahan hukum  yang digunakan yakni analisis kualitatif. 
Yaitu, teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan melalui pendeskripsian 
hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Implikasi Hukum Pasal 7 huruf r Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 
Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) 
dan bukan sebuah negara kekuasaan (machstaat). Dalam perubahan ketiga tahun 
2001 terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan Pasal satu ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum”.1 Pernyataan ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum 
dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat 
mendasar dan tertinggi (supreme). Bahwa kemudian dalam realitas praktis 
terkadang idealitas itu tidak direalisasikan dengan baik, itu adalah anomali yang 
harus kita benahi bersama.
2
 
Dampak dari diterapkannya sistem demokrasi adalah perubahan 
ketatanegaraan Indonesia.
3
 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan 
berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (law of the land) dalam 
sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (rule of law). Dalam sistem 
demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan 
kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang 
                                                             
1
 Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal I. 
2
 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2004) h. 83. 
3
 Korps Alumni Himpunan Hahasiswa Islam, Demi Kemaslahatan Bangsa (Bunga 
Rampai Ragam Gagasan Alumni HMI), (Jakarta: PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2016) h. 156. 
30 
 
 
 
dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak 
dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk 
dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. 
Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep „rechtsstaaat‟ dan „The 
Rule of Law‟, juga berkaitan dengan konsep „nomorkrasi‟ yang berasal dari 
perkataan „nomos‟ dan „kratos‟. Perkataan nomokrasi dapat dibandingkan dengan 
„demos‟  dan „kratos‟ atau „kratein‟ dalam negara demokrasi. „Nomos‟ berarti 
norma, sedangkan „kratos‟ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor 
penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, 
istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kadaulatan hukum atau prinsip  
hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan 
oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang 
berkembang di Amerika serikat menjadi jargon “The Rule Of Law, and not of 
Man”.4 
Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling 
mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang 
mengatur kehidupan manusia dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi 
bagi yang  melanggarnya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang 
atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, 
agar pihak tersebut bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
5
 Semua 
                                                             
4
 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, (Jakarta: MKRI-
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konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa 
demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamental, tetapi didalam 
kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan 
konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan 
otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda.
6
 
Dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern, ketegangan antara 
aspirasi tegaknya sebuah “negara hukum” dan realitas politik yang cenderung 
kearah “negara kekuasaan” dapat digolongan dalam satu tipe ideal, yang ciri 
umumnya dapat dirumuskan secara ketat. Namun, dalam realitasnya mungkin 
tidak ada negara yang sebenar-benarnya negara hukum atau yang benar-benar 
negara kekuasaan. Sungguhpun demikian, sangatlah mungkin bahwa salah satu 
dari konsep dan kecendrungan itu memainkan posisi yang lebih dominan. Hal ini 
tergantung pada beberapa faktor diantaranya: (a) Budaya hukum dan politik yang 
menopangnya; (b) faktor perimbangan kekuatan pengaruh antara dua kekuatan 
yang mendukung salah satu gagasan itu; dan (c) faktor tekanan dari dunia 
internasional.
7
 
Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif  dan anggota legislatif 
secara serentak, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat 
sistem pemerintahan. Beberapa diantara manfaat strategisnya adalah (i) sistem 
pemerintah diperkuat melalui political separation‟ (decoupled) antara fungsi 
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1996), h. 39. 
32 
 
 
 
eksekutif dan legislatif yang memang seharusnya sudah saling imbang-
mengimbangi. Para pejabat dari dua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-
sendiri dalam waktu yang bersamaan , sehingga tidak terjadi konflik kepentingan 
ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) 
salah satu kelemahan sistem „decoupling‟ ini potensi terjadinya gejala „divided 
government‟ atau „split-government‟ sebagai akibat kepala pemerintahan tidak 
menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah 
diterima sebagai kenyataan  yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan 
prinsip tidak saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) sistem 
„impeachment‟ hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya 
alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika 
“public policy debate” di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik 
berbeda pendapat dalam partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, 
dan kebijakan “party recall” harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan 
“constituen recall”.8 
Bahwa dalam rangka menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah  
yang kredibel dan akuntabel melalui proses pemilu dan pemilukada, pembuat 
Undang-Undang melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, khususnya regulasi 
mengenai pemilukada terakhir dengan disahkan  dan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang atas nomor 1 
Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 
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 Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, (Jakarta: Sinar 
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
menjadi undang-undang. 
Perubahan pasal dalam undang-undang pemilihan kepala daerah telah 
menuai banyak polemik baik di dunia maya maupun di dunia sosial politik dan 
pemerintahan di Indonesia. Dinamika pro dan kontra pun tak mampu terbendung. 
Bahwa lahirnya Pasal 7 huruf r berikut penjelasannya dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 telah memberi pembatasan  kepada warga negara Indonesia 
yang dapat menjadi calon gubernur, dan calon wakil gubernur , calon bupati dan 
calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yakni hanya 
yang tidak memilki konflik kepentingan dengan petahana. Maksud dari konflik 
kepentingan dalam ketentuan tersebut adalah yang tidak memiliki hubungan 
darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, 
ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, 
kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa 
jabatan tersebut, pada hakikatnya telah menstigma dan memberi label kepada 
kepada keluarga petahana ataupun sesorang yang mempunyai hubungan darah 
maupn hubungan perkawinan dengan petahana sebagai individu yang dibedakan 
dengan individu lainnya, sehingga negara tidak mendudukannya secara sama di 
dalam hukum, yang pada akhirnya berimbas pula kepada pembatasan dihadapan 
hukum dan pemerintahan. 
Budaya hukum yang berkembang di dalam suatu masyarakat dan negara 
tidak dapat dilepaskan dari budaya politiknya, sebab hukum itu sebenarnya 
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produk politik. Sebagai produk politik, hukum itu merupakan kristalisasi atau 
formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkontestasi satu sama lain. 
Dengan melihat lembaga legislatif misalnya, akan tampak jelas bahwa 
lembaga ini, meskipun produk legislasinya merupakan hukum yang imperatif, 
sebenarnya (seperti dikatakan oleh Satjcipto Rahardjo) tidak mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan hukum melainkan melakukan pekerjaan-pekerjaan politik. 
Hukum sebenarnya merupakan hasil tawar-menawar atau adu kekuatan antar 
anggota lembaga legislatif, sehingga produknya merupakan produk politik belaka. 
Itulah sebabnya jika pemegang kekuasaan politik yang dominan menolak sebuah 
rancangan produk hukum maka rancangan itu tidak akan pernah menjadi hukum.
9
 
Hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan 
kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan 
pembuat Undang-Undang selain didasari oleh pandangan perlunya check and 
balances antarlembaga negara, tampaknya mengacu pula pada alasan John 
Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall untuk 
pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan melakukan judicial riview dengan 
membatalkan Judiciary Act 1978 karena isinya bertentangan dengan konstitusi 
Amerika Serikat. Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Chief Justice 
Amerika Serikat itu. Pertama, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi 
konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan 
konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. 
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Kedua, konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada peluang 
pengujian terhadap peraturan dibawahnya agar isi konstitusi itu tidak dilanggar. 
Ketiga, Hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan 
permintaan judicial riview, permintaan itu haruslah dipenuhi. 
Berdasarkan kenyataan dan pengalaman, selain dapat menerima 
sepenuhnya alasan-alasan Marshall tersebut, ada lagi sebuah alasan tentang 
perlunya pelembagaan judicial riview  yakni bahwa Undang-Undang adalah 
produk politik. Sebagai produk politik sangat mungkin isi Undang-Undang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya akibat adanya 
kepentingan-kepentingan politik pemegang suara mayoritas parlemen, atau 
adanya kolusi politik antaranggota parlemen, atau adanya intervensi dari tangan 
pemerintah yang sangat kuat tanpa menghiraukan keharusan untuk taat asas pada 
Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Selama pemerintahnan orde lama dan orde 
baru, banyak sekali Undang-Undang yang dipersoalkan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar dan lebih mencerminkan kehendak politik sepihak 
pemerintah yang intervensionis, tetapi tidak ada lembaga yang dapat mengujinya. 
Dengan demikian, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada Undang-Undang  
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kalau itu ada, maka 
Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Itulah sebabnya, sering dikatakan 
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bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal 
(yang mengikat) atas Konstitusi.
10
 
Bahwa proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota pada secara 
ontologis merupakan cara pengisian jabatan melalui proses pemilihan secara 
langsung, di mana warga pemilih dianggap telah mengetahui visi dan misi serta 
rekam jejak (tack record) sang calon kepala daerah. Oleh sebab itu, 
rasionaliosasinya adalah jika mayoritas warga pemilih lebih tertarik dengan visi 
dan misi calon dan rekam jejaknya dengan tidak mempersoalkan status keluarga 
petahana, mengapa negara mesti melarangnya ? Karena dengan menyandang 
status keluarga petahana merupakan sesuatu yang alamiah (nature) tidaklah 
bertentangan  ataupun melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama maupun 
aturan yang ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2)  UUD 1945 
mengenai diperbolehkannya pembatasan menurut konstitusi, akan tetapi 
pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil, dengan mempertimbangkan 4 (empat) hal, yakni: (1) moral (2) nilai-
nilai agama (3) keamanan; dan (4) ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.
11
 
Pembatasan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r 
berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menurut 
hemat saya tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 28J 
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Undang-Undang Dasar 1945, karena pembatasan tersebut sama sekali tidak dalam 
rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain, dan tidak pula untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis.  
Berbicara tentang pembatasan keluarga petahana untuk maju sebagai calon 
kepala daerah sebagaimana ditekstualisasikan Pasal 7 huruf r sangat berimplikasi 
negatif terhadap keluarga petahana. Pasal tersebut telah memutilasi hak politik 
(right to be vote and right to be candidate) warga negara Indonesia yang menjadi 
hak konstitutionalnya. Hak politik adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, 
Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, 
penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Secara teori keilmuan hukum, ini 
merupakan bagian daripada peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang 
menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Suatu 
perisitiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum.
12
 
Implikasi yang paling realisistis bagi saya adalah bahwa Pasal 7 huruf r 
berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
mempersempit dan mengekang terhadap hak-hak politik keluarga petahana untuk 
ikut serta dalam pemilukada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 
ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 maupun hak asasi manusia sebagaimana pula 
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Wacana Media, 2014), h. 45. 
38 
 
 
 
dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C 
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi 
Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 15, Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). 
Bahwa selain dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, 
perlindungan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-
undang tersebut, hak politik warga negara diatur dalam bab hak turut serta dalam 
pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, 
menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. 
Bahwa deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui 
penetapan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam resolusi 217 A 
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(III). Di dalamnya termuat 30 pasal yang menyatakan pengakuan secara tegas atas 
hak asasi manusia, termasuk salah satunya mengenai hak untuk turut serta dalam 
pemerintahan atau hak politik.  
Selain ditetapkannya UDHR (Universal Declaration of Human Right) 
sebagai pernyataan dunia internasional atas Hak Asasi Manusia, jaminan hak 
politik diatur lebih spesifik melalui Kevenan Internasional Hak-hak Sipil dan 
Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Perlindungan hak 
politik tersebut secara rinci diatur dalam artikel 25 yang menyatakan, “Every 
citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions 
mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: 
a. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely 
chosenrepresentatives; 
b. To vote and to be elected at genuine periodic alections which shall by 
universal and equal suffrage and shall be hel by secret ballot, guarateeing the 
free expression of the will of the electors”. 
Bahwa jelas kiranya dalam suatu masyarakat demokratis, yang telah 
diterima secara universal, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi 
manusia, yang dilakukan melalui pemilihan yang jujur sebagai manifestasi dari 
kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Tanpa adanya 
alasan yang sungguh beralasan, hak untuk dipilih dan memilih dalam proses 
pemilihan kepala daerah tidak boleh dilanggar. 
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Mahkamah konstitusi sebelumnya pernah memutus suatu aturan yang 
sejenis dengan permohonan a quo, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 011-017/PUU-1/2003 yang pada pertimbangannya menyatakan: 
“Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak dan 
kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap 
hak-hak tersebut haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, 
masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan itu 
hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilaim agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis”, Pembatasan hak pilih (aktif maupun aktif) dalam proses 
pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan 
misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan 
(impossiblity) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat 
individual dan tidak kolektif”.13 
 Terdapat dua pandangan menegenai pasal ini. Sebagian berpendapat 
bahwa pasal ini tidak berlaku terhadap ketentuan Pasal 28I ayat (1) yang memang 
dikhususkan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Namun putusan 
Mahkamah Konstitusi resmi menyatakan bahwa pasal ini berlaku untuk semua 
kategori hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 
1945. Artinya semua jenis hak asasi manusia dapat dibatasi, (i) asalkan dengan 
Undang-Undang, dan (ii) pembatasannya dengan Undang-Undang itu haruslah 
dengan maksud semata-mata (a) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil 
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sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis.
14
  
Seiring sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 011-
017/PUU-1/2003 dan pertimbangan rasionalnya, maka saya melihat Pasal 7 huruf 
r berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
bertentangan dengan konstitusi. Bahwa syarat tidak mempunyai konflik dengan 
petahana yang diberlakukan secara merata kepada semua warga negara yang 
mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan petahana tanpa 
kecuali, bukan suatu alasan yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang 
sebagaimana yang dimaksudkan dalam konstitusi. Mengenai hal ini Mahkamah 
Konstitusi sudah tegas dan jelas menyatakan itu hanya diperbolehkan jika hak 
pilihnya (right to be vote and right to be candidate) tersebut telah dicabut oleh 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sifatnya adalah 
individual dan tidak kolektif.  
 Implikasi hukum yang lainnya yakni warga negara Indonesia yang 
berstatus keluarga petahana mengalami perlakuan diskrimnatif. Bahwa ketentuan 
Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, 
selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif, juga merupakan 
bentuk dari tidak konsistennya pembentuk Undang-Undang dalam menerapkan 
persyaratan-persyaratan untuk suatu jabatan publik. Inkonsistensi pembentuk 
Undang-Undang dapat disimak dari rumusan beberapa kententuan persyaratan 
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pengisian jabatan publik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan 
wakil Presiden dan Undang-Undang Pemilu Legislatif, tidak mengatur larangan 
bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, namun dalam 
Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diberlakukan larangan 
kepada keluarga Petahana untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. 
 Ketentuan Pasal 7 huruf  r dan penjelasannya dalam Undang-Undang 8 
Tahun 2015 merupakan pola dan bentuk rekruitmen yang diskriminatif dan 
bertentangan dengan nilai-nilai asasi dan hak dasar manusia yang pada pokoknya 
merupakan pembatasan hak fundamental dan inkonstitusional. Terdapatnya 
persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda terhadap pejabat publik, termasuk dan 
tidak terbatas kepada pembatasan terhadap hak-hak konstitusional pemohon yang 
ditimbulkan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 huruf r berikut 
penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan bahwa 
pembentuk undang-undang tidak mempunyai alasan rasional dan landasan hukum 
yang jelas legal reasoning dalam menetapkan persyaratan tersebut.  
 Jika dilihat dari sejak awal perumusan norma mengenai syarat calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan, 
khususnya dalam penjelasannya sebagai bentuk ketidakkonsistenan pembentuk 
Undang-Undang dalam menetapkan persyaratan-persyaratan yang pada akhirnya 
menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tujuan serta menimbulkan 
ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi keluarga petahana selaku warga 
negara Indonesia pada umumnya.  
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 Lahirnya Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2015 selain menimbulkan sikap diskriminasi, melanggar hak asasi 
manusia dan hak keperdataan warga negara, juga bukanlah sebuah Undang-
Undang atau pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan 
penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diperintahkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I ayat (5).  
Pasal a quo juga menurut hemat saya, berimpilikasi pada pelanggaran hak 
asasi manusia yang sudah sangat jelas pengaturannya. Pasal 7 huruf r 
bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang hak asasi manusia atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana 
penjabarannya dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip 
persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law) dengan 
berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecuali. 
Artinya, bukan hanya warga atau rakyat biasa, tetapi para pejabat tinggi pun wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu.
15
 Adapun Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Hak Asasi Manusia menyatakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, 
pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan 
kepada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan 
politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dalam kebebasan dasar dalam 
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 Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111. 
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kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 
Inkonsistensi sangat jelas dalam pemberlakuan norma “konflik 
kepentingan” pada Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 yang tidak selaras dengan norma “konflik kepentingan” 
sebagaimana diatur sebelumnya dalam: 1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang aparatur sipil negara [vide Pasal 5 ayat (2) huruf h dan Pasal 73 ayat (7)]; 
2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (vide 
pasal 387); serta 3). UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 
(vide Pasal 1 butir 14, Pasal 24, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45). 
 Bahwa frasa “konflik kepentingan” telah diatur dalam pasal 1 ayat butir 14 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang 
defenisinya secara lengkap adalah sebagai berikut: 
“Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerinthan yang memiliki 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang 
lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 
netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau 
dilakukannya”, 
 Selain itu, terjadinya peristiwa konflik kepentingan telah dijabarkan dalam 
Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 
yaitu:  
“Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi 
apabila dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau 
tindakan dilatarbelakangi; 
1) adanya kepentingan pribadi dan atau bisnis; 
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2) hubungan dengan kerabat dan keluarga; 
3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; 
4) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang 
terlibat; 
5) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang 
terlibat; dan/atau 
6) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
16
 
Secara nyata norma yang dimuat dalam Pasal 7 huruf r berikut 
penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah norma yang 
keliru, tidak sesuai dengan kaedah pemuatan norma, dan menciptakan kerancuan 
dalam pemahaman normatif dan legislasi, karena mengakibatkan munculnya multi 
tafsir tentang cakupan petahana dan tejadi ketidakselarasan dengan frasa “konflik 
kepentingan” yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 
2014, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan menciptakan 
inkonsistensi, yang menimbulkan diskriminasi kepada seluruh warga negara yang 
berstatus keluarga petahana, dan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, h. 24-25. 
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B. Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII 
Tahun 2015 terhadap Pemilihan Kepala Daerah 
Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan 
berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan 
aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi 
terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau aturan 
pokok negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat 
garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai 
norma sekunder.
17
 
Hans Kelsen dalam teori dan hierarki norma berpendapat bahwa norma 
hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih 
rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma 
yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. 
Demikian seterusnya sampai pada sautu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang 
bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu dikenal dengan istilah grundnorm (norma 
dasar). Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsng oleh masyarakat 
dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, oleh karena itu norma 
dasar itu disebut presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu.
18
 
Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang 
dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah 
laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Aturan-aturan tingkah laku yang 
                                                             
17
 Taufiqrrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi berbagai aspek hukum, (Jakarta: Kencana, 
2011), h. 53. 
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 Hans Kelsen, General Theori of Law and State, (New York: Russel and Russel, 1945, h. 
113. 
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mengikat secara umum itu dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, 
kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 
19
  
Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus 
memiliki tga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan 
yuridis. Meskipun ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan  
dan landasan politis. 
20
 Selain ketiga landasan tersebut (filosofis, sosiologis dan 
yuridis) masih terdapat landasan lain yaitu landasan teknik perancangan. Selain 
unsur filosofis, sosiologis dan yuridis maka unsur teknik perancangan merupakan 
unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-
undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang kurang baik dapat juga 
terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan 
tujuannya (ambiguous) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti 
(interpretatif) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau 
sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga suka dimengerti 
dan lain sebagainya.
21
 
Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum dalam studi ini 
menunjukkan bahwa watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi 
politik yang melahirkannya. Artinya sekelompok dominan (penguasa) dapat 
membuat Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan 
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 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 
(Bandung: Alumni, 1997), h. 123. 
20
 Rosjidi Ranggawijaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: CV. 
Mandar Maju, 1998), h. 43. 
21 Rosjidi Ranggawijaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, h. 45. 
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sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang 
berlaku.
22
 
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan 
bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil 
gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil kota 
adalah yang memenuhi persyaratan yang diantara disebutkan “tidak memiliki 
konflik kepentingan dengan petahana”. Maksud dari konflik kepentingan dalam 
ketentuan tersebut adalah yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan 
dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping 
dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, 
menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melakukan pembatasan kepada petahana 
agar calon tidak menggunakan kekuasaannya dalam mendukung salah satu calon 
pada pemilihan kepala daerah. Akan tetapi akibat hukum Pasal 7 huruf r Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini mengakibatkan terlanggarnya hak partisipasi 
rakyat dalam pemerintahan (right to be candidate). 
Dalam perspektif problem solving methodology yang digunakan dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan nampak pembentuk Undang-
Undang mengidentifikasi sebuah perilaku bermasalah mengenai keterlibatan 
petahana dalam pemilihan kepala daerah yang akan berakibat menurunkan 
kualitas demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut. Pemilik perilaku bermasalah 
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ini terdapat pada petahana yang memiliki kekuasaan yang dapat digunakannya 
untuk mendukung salah satu calon. Namun ketika dirumuskan dalam bentuk 
pengaturan nampak pembentuk Undang-Undang keliru dalam merumuskan 
sehingga yang terjadi adalah bukan melakukan pembatasan hak kepada pihak 
yang sebenarnya bukan kepada pemilik perilaku bermasalah tersebut. Dalam hal 
ini adalah pihak yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis 
keturunan. Pihak yang ditentukan tersebut tidak dalam memiliki perilaku 
bermasalah karena pihak-pihak tersebut tidak memiliki kekuasaan sebagai 
petahana. Keududukan mereka sebagai keluarga petahana karena hubungan darah, 
ikatan perkawinan dan atau garis keturunan tidak menyebabkan mereka dapat 
dianggap mendapat manfaat dari kekuasaan yang terdapat pada seorang petahana. 
Pembentuk Undang-Undang telah memberi kriteria bahwa konflik 
kepentingan akan terjadi didasari hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau 
garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan 
petahana. Kriteria dibuat dengan landasan yang tidak jelas karena konflik 
kepentingan bias berdasar oleh banyak sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 
43 ayat (1) Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yang menyebutkan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila 
dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dilatar belakangi:  
a. Adanya kepentingan pribadi dan atau bisnis, 
b. Hubugan dengan kerabat dan keluarga, 
c. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, 
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d. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang 
terlibat, 
e. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak 
yang terlibat dan/atau 
f. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
23
 
Dengan demikian hubungan kerabat dan keluarga hanyalah salah satu saja 
yang melatarbelakangi konflik kepentingan pembentukan kebijakan oleh pejabat 
negara. Maka sangat jelas inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam 
melakukan pembatasan kepada keluarga petahana. Sangat terlihat jelas pula 
bahwa pembentuk Undang-Undang memberikan perlakuan yang tidak sama 
(diskriminatif) karena hanya membatasi keluarga petahana tidak kepada semua 
pihak. Kenyataannya memang sangat mungkin seorang petahana memberi 
dukungan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas dalam suatu pemilihan 
kepala daerah bahkan pihak keluarga justru dirugikan karena dukungan petahana 
ke pihak lain. 
Pembatasan politik kepada keluarga petahana terhadap pencalonan kepala 
daerah dapat diartikan memberikan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang 
tidak melakukan kesalahan, kelalaian ataupun memiliki kemampuan untuk 
melakukan pelanggaran. Posisi mereka sebagai keluarga petahana  adalah sesuatu 
                                                             
23
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yang tidak mereka kehendaki dan tidak memiliki keuasaan untuk menolak kondisi 
tersebut.  
Pembatasan yang dilakukan seharusnya dilakukan terhadap penggunaan 
kekuasaan oleh petahana dalam suatu pemilihan kepala daerah seperti pembatasan 
petahana dalam penggunaan birokrasi, anggaran daerah, pergantian pejabat yang 
berpotensi menguntungkan calon dalam sebuah pemilihan kepala daerah. 
Beberapa pembatasan tersebut sudah dilakukan dengan lebih tegas sanksinya baik 
sanksi pidana maupun sanksi administratif. 
Dengan meneliti secara cermat putusan a quo, Mahkamah Konstitusi 
menilai pembatasan dinasti politik pada sesungguhnya tidak sah, yang terletak 
pada “kata kunci: “bentuk pembatasan demikian terjadi pelanggaran hak 
konstitusional.” Secara gamblang dinyatakan “hak politik (memilih dan dipilih) 
seseorang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena ras, etnis, 
kelompok atau golongan, termasuk dalam hal ini kelahiran.” Bahwa pada intinya 
tidak ada seorangpun dapat menolak untuk dilahirkan sehingga memiliki 
hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya (petahana). Oleh karena 
itu sungguh tidak beralasan membatasi hak mereka untuk dipilih dalam 
penyelenggaraan negara yang demokratis ini.
24
 
Pertimbangan hukum merupakan pernyataan hukum yang berpijak pada 
ratio legis, moral, kaidah, dan hak-hak kewargenaraan yang tertuang dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan hukum olah Hakim Mahkamah 
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Konstitusi merupakan pendapat sekaligus argumentasi hukum yang dibangun oleh 
hakim konstitusi atas pengajuan fakta-fakta hukum, baik  yang diajukan oleh 
pemohon maupun oleh termohon, beserta dengan keterangan lainnya (seperti 
keterangan ahli) sehingga tersimpul suatu putusan yang menyatakan bertentangan 
atau tidak bertentangan sebuah ketentuan antara Undang-Undang dengan UUD 
1945.
25
 
Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait pengujian 
Undang-Undang Pasal 7 huruf r terhadap Undang-Undang Dasar, maka hanya ada 
satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah yaitu: 
“Apakah pembatasan terhadap hak pihak-pihak yang hendak mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah yang semata-mata didasarkan pada adanya 
hubungan kekerabatan pihak tersebut dengan kepala daerah patahana 
(incumbent), baik yang timbul dari hubungan darah maupun hubungan 
perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 huruf r dan 
penjelasan Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan pemohon?” 
Dengan bertolak dari keterangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan 
Presiden), telah ternyata bahwa maksud pembentuk undang-undang 
mencantumkan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
adalah untuk menciptakan fair antara calon yang berasal dari keluarga petahana 
(incumbent) dan calon lain sehingga dengan demikian akan tercegah 
berkembangnya apa yang dinamakan “politik dinasiti” atau “dinasti politik”. 
Sementara itu, menurut Presiden, politik dinasti tersebut tidak dapat dipisahkan 
dengan konsep petahana (incumbent). Penjelasannya, menurut Presiden, adalah 
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sebagai berikut: Pertama, karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan 
dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga memberikan keuntungan pribadi 
untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-
kelompoknya. Kedua, petahana secaara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan 
tunjangan yang melekat kepada dirinya sehingga, dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus menerus. Ketiga, karena 
sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, 
terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk 
memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya. Keempat, terkait dengan 
netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) di mana petahana mempunyai akses yang 
lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang 
menguntungkan dirinya. Atas dasar itu kemudian ditarik asumsi bahwa calon 
yang berasal dari keluarga petahana dan calon lain tidak berada dalam kondisi 
equal. Dengan kata lain, dalam asumsi pembentuk Undang-Undang, in casu 
pemerintah, maksud dari ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap 
keluarga petahana itu adalah agar semua calon berangkat dari kondisi equal 
sehingga kompetisi berlangsung  fair.  
Keteragan Presiden tersebut diperkuat oleh keterangan DPR yang antara 
lain menyatakan bahwa dinasti politik telah marak terjadi di berbagai daerah. 
Menurut DPR, ada dua hal yang mendasari berkembangnya dinasti politik 
tersebut. Pertama, macetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala 
daerah yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan 
mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. 
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Kedua,  konteks masyarakat dalam menjaga adanya kondisi status quo di 
daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara 
mendorong kalangan keluarga atau orang  dekat dengan kepala deerah untuk 
menggantikan petahana. Dengan demikian, menurut DPR, adanya pengaturan 
mengenai “dinasti politik” ini justru merupakan langkah progresif yang positif 
karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pengaturan demikian belum ada sehingga terjadilah politik dinasti 
diberbagai daerah. 
Dengan penjelasan demikian tampak jelas bagi Mahkamah bahwa yang 
dimaksud dengan mencegah berkembangnya “politik dinasti” atau “dinasti 
politik” oleh pembentuk undang-undang adalah upaya pembentuk undang-undang 
mencegah timbulnya keadaan di mana kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, 
bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota) di suatu dareah dikuasai oleh 
atau jatuh ditangan suatu keluarga tertentu.  Adapun “keluarga”, secara tersirat, 
dimaknai sebagai ikatan kekerabatan baik yang lahir karena hubungan darah 
maupun karena perkawinan, sebagaimana tampak dari penjelasan Pasal 7 huruf r 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
26
 
Berikut pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ 
PUU- XIII/2015: 
1. Bahwa pembentuk undang-undang sesungguhnya telah menyadari sejak 
semula kalau dengan rumusan sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 huruf r 
dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun tersebut 
berarti telah membuat pembatasan yang bersifat menghalagi hak 
konstitusional warga negara, atau hak asasi manusia pada umumnya, 
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dimungkinkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan 
demikian tunduk kepada persyaratan yang ketat sebagaimana ditentukan 
oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: 
 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
 
Komentar: Perlu dipahami secara jelas dalam konstruksi berpikir hukum 
kita, bahwa pembatasan tidak serta merta dilakukan apalagi hanya 
dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Sejatinya pembatasan 
mempunyai kategorisasi dan standarisasi dalam penerapannya. Sebuah 
pembatasan tidaklah boleh dilakukan dengan atas dasar kelahiran dan 
kekeluargaan karena hal tersebut sudah diatur dalam sistem hukum kita. 
Belum lagi soal persektif pidananya, seseorang yang dibatasi haknya 
harus melalui proses pengadilan dan putusan pengadilan apalagi yang 
korelatif dengan pemberian sanksi. Dan saya sangat sepakat dengan 
adagium hukum yang mengatakan bahwa, lebih baik melepaskan 1000 
(seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang 
tidak bersalah. 
 
2. Terkait dengan dimungkinkannya pembatasan terhadap hak dan kebebasan 
seseorang, Mahkamah bahkan sejak awal masa keberadaannya telah 
menyatakan pendapatnya, sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 
011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang didalam 
pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan: 
 
“Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan 
pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi 
pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan pada alasan-
alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. 
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Pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilaim agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis”, Pembatasan hak pilih (aktif 
maupun pasif) dalam proses pemilihan lazimnya hanya didasarkan atas 
pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, 
serta ketidakmungkinan (impossiblity) misalnya karena telah dicabut hak 
pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada 
umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”.27 
Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, syarat untuk membatasi pelaksanaan hak 
asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan undang-
undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk undang-undang  (DPR dan 
Presiden) dalam perkara a quo. Seseorang yang karena kelahirannya atau kerena 
memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah 
menggangu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, 
keamanan amaupun ketertiban umum. Dengan demikian, alasan bahwa larangan 
itu hanya berlaku sementara, yaitu selama belum terlampauinya jeda satu periode 
masa jabatan sebagaimana diterangkan oleh DPR, tidaklah menghilangkan 
subtansi pertentangan ketentuan a quo dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945.
28
 
Komentar: Bahwa pertimbangan hukum ini telah menegaskan kembali 
bahwa pembatasan dan pencabutan hak politik tidak boleh dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang. Logika hukum yang paling sederhana adalah 
                                                             
27
 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 011-017/PUU-1/2003,  h. 20. 
28
 Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  33/ PUU- XIII/2015,  h.142. 
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Jika pidana penjara saja, dalam hal ini sebagai pidana pokok, maka pada 
pencabutan hak politik yang merupakan pidana tambahan haruslah juga 
melalui vonis Hakim Pengadilan. Perbedaan antara pidana penjara 
dengan pidana pencabutan hak politik (hak untuk dipilih), yakni satu 
perampasan hak atas kemerdekaan, dan satunya lagi perampasan 
terhadap hak atas kehormatan. Maka dari itu pembatasan yang tertuang 
dalam pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan 
juga pencabutan hak politik yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945. 
3. Bahwa dengan rumusan yang di maksudnya sebagaimana diterangkan oleh 
pembentuk undang-undang tersebut, Pasal 7 huruf r dan penjelasan Pasal 7 
huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga mengandung muatan 
diskriminasi. Ketentuan a quo nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk 
undang-undang) memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata 
didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu”.  
Komentar: Menurut saya, tercantum jelas muatan diskriminasi dan bentuk 
perbedaan perlakuan dalam pasal Pasal 7 huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tersebut. Pelarangan diskriminasi juga telah diatur 
dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusa sebagaimana pasal 1 angka 3 
menyatakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan 
keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 
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penghapusan pengakuan, pelaksanaan, ata penggunaan hak asasi 
manusia dalam kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek 
kehidupan lainnya. 
4. Bahwa oleh karena pembatasan yang termuat dalam rumusan Pasal 7 huruf 
r dan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus mengandung muatan 
diskriminasi. Oleh karena ketentuan a quo adalah bersangkut-paut dengan 
hak bagi setiap warga Negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan maka ketentuan  a quo dengan sendirinya juga bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih 
spesifik, oleh karena hak konstitusional yang terhalangi secara tidak 
konstitusional oleh ketentuan  a quo adalah hak untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah maka telah nyata pula ketentuan a quo melanggar 
hak konstitusional warga Negara untuk memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) 
Undang-Undang Dasar 1945.
29
 
 
Komentar: Mahkamah kembali menegaskan bahwa persoalan pembedaan 
perlakuan kepada sesama warga Negara berdasarkan kelahiran dan 
kekeluargaan  tidak patut laksanakan dalam negara hukum (rechtstaat). 
Sudah jelas penjabaran Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga Negara 
bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan, wajib 
menjunjung tinggi, dan sebagainya. Pasal 28D ayat (3), “setiap warga 
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 
Pasal 28I, “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun”. Menurut perspektif saya, seseorang menjadi 
kandidat, bukan karena adanya relasi kekeluargaan itu. Umpanya George 
Bush, dia menjadi presiden bukan karena Walker Bush Presiden. Ibu 
                                                             
29 Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  33/ PUU- XIII/2015,  h.145. 
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Megawati tidak menjadi Presiden walaupun dia anak daripada The 
Founding Father bangsa Indonesia Bung Karno. Jadi bagi saya itu 
sesuatu yang alamiah dan tidak menjadi persoalan. 
5. Bahwa menurut dalam keadaan demikian Pasal 7 huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, 
khususnya oleh penyelenggara pilkada,. Sebab, pemaknaan terhadap frasa 
“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu berarti 
diserahkan kepada penafsiran setiap rang sesuai dengan kepentingannya. 
Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan 
pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan 
petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian 
hukum terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan 
petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, 
telah terang bahwa apabila Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberi 
kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga 
Negara, in casu hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
30
 
 
Komentar: Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang  a quo tidak 
berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau 
keterangan dari batang tubuh Pasal 7 huruf r, melainkan berubah menjadi 
ketentuan normatif baru yang tidak selaras dengan maksud dan arti dari 
subtansi pokok ketentuan normatif yang diatur didalam batang tubuh 
pasal yang dijelaskan. Makanya Mahkamah sangat beralasan secara 
hukum untuk menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). Selain itu 
menurut saya secara realistis, sebenarnya pembentuk Undang-Undang 
mengalami inkonsistensi dalam menerapkan persyaratan-persyaratan 
untuk suatu jabatan publik. Inkonsistensi pembentuk undang-undang 
                                                             
30 Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  33/ PUU- XIII/2015,  h.146. 
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dapat kita elaborasi dari beberapa rumusan ketentuan persyaratan 
pengisian jabatan publik dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Pemilu Legislatif, 
tidak mengatur larangan bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri 
dan dicalonkan, namun dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Wali Kota diberlakukan larangan kepada keluarga petahana 
untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Selain inkonsistensi pembentuk 
undang-undang, terlihat jelas bahwa terdapat muatan diskriminasi. 
Persyaratan  yang berbeda-beda terhadap pejabat publik termasuk 
pembatasan hak-hak konstitusional yang tidak mempunyai alasan rasional 
(irrasional)  dan landasan hukum yang jelas (legal reasoning) dalam 
penetapannya. Sehingga saya sangat sepakat dengan pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan pasal a quo. 
6. Bahwa khusus terhadap penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah memandang perlu untuk kembali 
menegaskan bahwa penjelasan dari suatu ketentuan Undang-Undang akan 
menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika ia memuat 
atau merumuskan norma baru. Dalam kasus a quo, norma dalam batang 
tubuh Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi; 
 
“Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil bupati, serta 
Calon Walikota dan Calon wakil wali kota adalah yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:…r. tidak memliki konflik kepentingan 
dengan petahana”.  
 
Norma yang hendak dijelaskan dari ketentuan dalam batang tubuh ini 
adalah frasa pada huruf r, yaitu frasa “tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana.” Namun dalam penjelasannya dikatakan, “yang 
dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” 
adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis 
keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan 
petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, 
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menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. Masalah 
ikutan dari pemuatan norma baru ini ialah bahwa ia (norma baru dalam 
penjelasan itu) tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pembuatan 
peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini.  
 
Konkritnya, sekadar ilustrasi, andaikata permohonan a quo tidak ada, 
keluarga petahana tetap tidak dapat menggunakan ketentuan noma 
“kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan” in sebagai dasar 
hukum ntuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sekiranya kerabatnya 
yang menjadi kepala daerah telah mlewati jeda yang dimaksud. Sebab 
ketentuan itu tidak ada dalam batang atau norma pasal yang dijelaskan. 
Sementara itu, penjelasan dikatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar 
hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Dengan demikian, 
logikanya: kalau menggunakan penjelasan sebagai dasar hukum 
pembentukan perundang-undangan saja tidak dibenarkan, apalagi 
menggunakannya sebagai dasar pemenuhan hak. Lebih-lebih jika 
penjelasan tersebut memuat norma baru.
31
 
 
Komentar: Pertimbangan Mahkamah yang satu ini kembali menegaskan 
bahwa Pasal 7 huruf r memang tidak dapat diterapkan dalam praktek. 
Karena ketentuan-ketentuan pemberlakuan norma tidak jelas (umbiguous) 
dan bias. Kalau diberlakukan maka akan terjadi masalah krusial dalam 
pemilihan kepala daerah dan belum lagi berapa banyak hak-hak 
konstitusional warga negara yang berstatus petahana dilanggar hanya 
karena ketentuan yang tidak jelas dari pasal a quo. 
7. Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah 
menafikkan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) 
memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh presiden, 
sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan 
agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah 
petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri 
kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok 
tertentu yang dekat dengannya. Namun, pembatasan demikian haruslah 
ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, 
kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab keuntungan-
keuntungan tersebut melekat pada si kepala daerah petahana sehingga 
                                                             
31 Putusan  Mahkamah Konstitusi   Nomor  33/ PUU- XIII/2015,  h.147. 
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memungkinkan penyalahgunanannya juga melekat pada si kepala daerah 
petahana. 
 
Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya 
mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau 
keterlibatan si kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah 
peran atau keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara 
langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. 
Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah seharusnya 
pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan 
dalam norma Undang-Undang.
32
 
 
Komentar: Persoalan keuntungan petahana yang memanfaatkan fasilitas 
daerah karena sedang menjabat, itu tidak menjadi legal reasoning 
membatasi hak konstitusional warga negara yang berstatus petahana. Itu 
sama halnya kita memutilasi hak-hak sesorang. Logika sederhananya, 
kalau kita membeli sepatu dan sepatu itu tidak cocok untuk kaki kita, maka 
yang manakah yang akan dipotong ? kaki atau sepatu ? tentunya adalah 
sepatu bukan kakinya. Kalaupun ada kepentingan pribadi (vested interest) 
dan konflik kepentingan (conflict of interest) maka tidak lagi dibutuhkan 
Pasal 7 huruf r  dan sekiranya sistem pengawasan oleh Badan Pengawas 
Pemilu, sistem pengawasan oleh Inspektorat, maupun sistem pengawasan 
oleh BPKP telah berjalan dengan baik. Kalau terjadi tindak pidana dalam 
pemilu tersebut maka itulah domainnya DKPP, penyelesaian sengketa 
hasil pemilu itu ranahnya Mahakamah Konstitusi. Dengan demikian, 
problem yang sesungguhnya adalah tidak optimalnya mekanisme 
pengawasan terhadap kepala deerah petahana oleh institusi-institusi yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. 
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Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa 
dalil permohonan sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r dan 
penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun adalah beralasan 
menurut hukum. Sejatinya kita memahami asas yang berlaku umum yaitu asas lex 
superior derogate legi inferiori yang mengandung arti bahwa jika antara aturan 
yang lebih tinggi (hierarkinya) bertentangan dengan aturan yang lebih rendah 
(hierarkinya), yang akan didahulukan adalah aturan yang lebih tinggi 
(hierarkinya).
33
 Res Judicata Pro Veritate Habetur. Bahwa jika terdapat 
pertentangan antara putusan pengadilan dengan bunyi undang-undang maka 
diutamakan bunyi dari putusan itu. Maka terkait dengan pro dan kontra, pasal 
pembatasan dinasti politik dalam hal Mahakamah Konstitusi berfungsi sebagai 
penguji “lex inferior” (Undang-Undang Pilkada) terhadap “lex superior” 
(Undang-Undang Dasar Tahun 1945) maka putusan Mahkamah Konstitusi yang 
bersifat final menjadi mengikat (binding) dan harus dianggap sebagai aturan yang 
berlaku umum (ergo omnes).
34
 
Maka akibat hukum daripada putusan ini adalah kembalinya 
diperbolehkan warga negara yang berstatus keluarga petahana untuk mencalonkan 
diri ataupun dicalonkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.  
                                                             
33
 Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-Asas Hukum, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2016), h, 2. 
34
 Damang Averros Al-Khawarizmi dan Muhammad Nursalm NS, Carut Marut Pilkada 
Serentak 2015. h. 122. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan telah dikemukakan sebelumnya, maka yang 
dapat menjadi kesimpulan dalam skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Pembatasan hak politik bagi warga negara yang berstatus keluarga petahana 
sesuai dengan Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan apa yang menjadi 
pertimbangannya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya bertentangan dengan 
Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) 
Undang-Undang Dasar  1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi beralasan menurut 
hukum dan secara konstitusional untuk menyatakan Pasal 7 huruf r tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
2. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 
2015 terhadap pemilihan kepala daearah yakni, warga negara Indonesia yang 
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berstatus keluarga petahana kembali diperbolehkan untuk menjadi calon kepala 
daerah. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pembatasan hak 
politik (right to be vote and right to be candidate) tidak serta merta dibatasi, tapi 
harus sesuai dengan landasan konstitusional pembatasan hak sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik 
dinasti memang marak pratiknya di negara demokrasi Indonesia. Politik dinasti 
atau kekuasaan keluarga menjadi salah satu cara untuk mengakumulasi kekuasaan 
disuatu daerah. Akan tetapi niat baik dari pembentuk undang-undang baik 
pemerintah maupun presiden dalam membendung praktik politik dinasti tidak 
tepat  secara hukum karena berimplikasi terhadap kerugian hak-hak konstitusional 
warga negara yang berstatus keluarga petahana. Belum lagi penjelasan norma 
konflik kepentingan (conflict of interest) dalam Pasal 7 hurur r beserta 
penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang multitafsir dan 
tidak jelas (ambiguous) sehingga Mahkamah menyatakannya inkonstitusional. 
B. Saran 
Dalam keterkaitannya dengan kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi 
saran dalam skripsi ini sebagai berikut: 
1.  Langkah efektif untuk membendung politik dinasti sebenarnya bukan pada 
penerapan Pasal 7 huruf r sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tetapi pengawasan pencalonan yang harus diperketat yang kemungkinan 
akan terjadi penyelewengan kekuasaan pada proses pemerintahan daerah tersebut. 
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2. Terkhusus untuk pembentuk undang-undang bahwa proses pembentukan undang-
undang kedepannya jangan lagi membuat undang-undang yang memuat unsur-unsur 
diskriminatif, inkonsistensi, pembatasan hak yang tidak sesuai dengan  aturan hukum 
dan konstitusi, kekaburan norma (ambiguous) dan merugikan hak-hak konstitusional 
warga negara. 
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